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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan 
 
 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang 

 
Nama   : .......................... 
Jabatan  : .......................... 
Tanggal wawancara : .......................... 

 
1. Ketika menerima laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak, langkah 

pertama apa yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA? 
2. Dalam penanganan kasus tersebut, apa saja tugas penyidik selain melakukan 

penyidikan hukum? 
3. Lembaga apa saja yang biasanya dilibatkan oleh penyidik dalam menangani 

anak korban kekerasan seksual? 
4. Bagaimana cara penyidik mengoordinasikan pemeriksaan medis korban dengan 

pihak rumah sakit? 
5. Bagaimana bentuk kerja sama penyidik dengan Dinas Sosial atau psikolog 

dalam mendampingi korban? 
6. Apakah penyidik memiliki prosedur atau kebiasaan tertentu agar pemeriksaan 

terhadap anak tidak menimbulkan trauma? 
7. Dalam praktiknya, apakah koordinasi dengan rumah sakit dan Dinas Sosial 

berjalan lancar? 
8. Kendala apa yang paling sering dihadapi penyidik dalam melakukan koordinasi 

lintas lembaga? 
9. Bagaimana penyidik mengatasi kendala tersebut agar penanganan korban tetap 

berjalan? 
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi yang selama ini dilakukan sudah 

membantu proses penyidikan? 
11. Apakah koordinasi tersebut juga berdampak pada pemulihan kondisi anak 

korban? 
12. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan koordinasi layanan 

terpadu ke depan? 
 
 

  



 
 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Tenaga Medis RSUD Kabupaten Kepahiang 

 
Nama   : .......................... 
Jabatan  : .......................... 
Tanggal wawancara : .......................... 

1. Bagaimana prosedur rumah sakit ketika menerima anak korban kekerasan 
seksual? 

2. Layanan medis apa saja yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual? 
3. Bagaimana proses pemeriksaan medis dan pembuatan visum et repertum 

terhadap korban? 
4. Apakah pemeriksaan medis dilakukan atas permintaan atau rujukan dari 

penyidik Unit PPA? 
5. Bagaimana komunikasi antara pihak rumah sakit dan penyidik selama proses 

pemeriksaan korban? 
6. Apakah ada kendala dalam pelayanan medis terhadap anak korban kekerasan 

seksual? 
7. Bagaimana rumah sakit menjaga kerahasiaan identitas dan kondisi korban? 
8. Menurut Anda, apakah koordinasi dengan penyidik Unit PPA sudah berjalan 

dengan baik? 
9. Apakah koordinasi tersebut membantu kelancaran proses hukum dan 

perlindungan korban? 
10. Apa saran Bapak/Ibu agar kerja sama antara rumah sakit dan penyidik Unit PPA 

dapat lebih efektif? 

  



 
 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Psikolog pada Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang 

 
Nama   : .......................... 
Jabatan  : .......................... 
Tanggal wawancara : .......................... 

1. Apa peran pendamping sosial dan psikolog dalam menangani anak korban 
kekerasan seksual? 

2. Kapan biasanya pendamping mulai dilibatkan dalam penanganan kasus? 
3. Bentuk pendampingan apa saja yang diberikan kepada anak korban? 
4. Bagaimana koordinasi antara pendamping dengan penyidik Unit PPA? 
5. Apakah pendamping selalu dilibatkan dalam proses pemeriksaan anak? 
6. Kendala apa yang sering dihadapi dalam melakukan pendampingan terhadap 

korban? 
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi dengan penyidik dan rumah sakit sudah 

berjalan baik? 
8. Apakah koordinasi tersebut membantu pemulihan psikologis dan sosial anak 

korban? 
9. Bagaimana upaya pendamping mencegah anak mengalami trauma ulang selama 

proses hukum? 
10. Apa rekomendasi Anda untuk memperbaiki sistem layanan terpadu bagi anak 

korban kekerasan seksual? 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Pendamping Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang 

 
Nama   : .......................... 
Jabatan  : .......................... 
Tanggal wawancara : .......................... 

 
1. Apa peran pendamping sosial dalam menangani anak korban kekerasan 

seksual? 
2. Kapan pendamping sosial biasanya mulai dilibatkan dalam penanganan kasus? 
3. Bentuk pendampingan sosial apa saja yang diberikan kepada anak korban? 
4. Bagaimana prosedur pendamping sosial saat mendampingi anak korban di Unit 

PPA? 
5. Bagaimana koordinasi antara pendamping sosial dengan penyidik Unit PPA 

Polres Kepahiang? 
6. Apakah pendamping sosial selalu dilibatkan dalam proses pemeriksaan anak 

korban? 
7. Kendala apa yang sering dihadapi pendamping sosial saat melakukan 

pendampingan? 
8. Bagaimana upaya pendamping sosial untuk mencegah trauma ulang pada anak 

korban selama proses hukum? 
9. Apakah pendamping sosial berkoordinasi juga dengan rumah sakit dalam proses 

pemeriksaan visum? 
10. Bagaimana bentuk kerja sama antara pendamping sosial dengan psikolog Dinas 

Sosial? 
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi lintas lembaga (Dinsos, polisi, rumah 

sakit) sudah berjalan baik? 
12. Apakah koordinasi tersebut membantu pemulihan sosial dan psikologis anak 

korban? 
13. Apakah ada dukungan pasca kasus yang diberikan kepada anak korban? 
14. Apakah keluarga korban ikut dilibatkan dalam proses pemulihan anak? 
15. Apa rekomendasi atau saran dari pendamping sosial untuk memperbaiki 

layanan terpadu bagi anak korban kekerasan seksual? 
  



 
 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Pendamping Anak pada UPTD PPA pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Kepahiang 

 
Nama   : .......................... 
Jabatan  : .......................... 
Tanggal wawancara : .......................... 
 
1. Apa tugas dan fungsi Pendamping Anak UPTD PPA dalam penanganan anak 

korban kekerasan seksual? 
2. Sejak kapan Pendamping Anak mulai terlibat dalam suatu kasus yang ditangani 

oleh penyidik? 
3. Apa dasar hukum atau pedoman yang digunakan dalam melakukan 

pendampingan anak korban? 
4. Bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dalam proses 

pendampingan? 
5. Bagaimana prosedur pendampingan yang dilakukan sejak korban pertama kali 

dirujuk ke UPTD PPA? 
6. Apa langkah awal yang dilakukan Pendamping Anak ketika pertama kali 

bertemu dengan anak korban? 
7. Bagaimana pendekatan psikososial yang digunakan agar anak merasa aman saat 

memberikan keterangan kepada penyidik? 
8. Apakah pendamping Anak mendampingi anak saat pemeriksaan di kepolisian? 

Jika ya, bagaimana bentuk pendampingannya? 
9. Bagaimana Pendamping Anak mengidentifikasi tingkat trauma anak korban? 
10. Apakah dilakukan asesmen kebutuhan (psikologis, medis, sosial, hukum) 

terhadap anak korban? 
11. Bagaimana bentuk koordinasi antara Pendamping Anak UPTD PPA dengan 

penyidik Unit PPA dalam penanganan kasus? 
12. Sejak tahap apa Pendamping Anak mulai dilibatkan oleh penyidik? Apakah 

sejak penyelidikan atau setelah penyidikan berjalan? 
13. Seberapa cepat penyidik menghubungi Pendamping Anak setelah menerima 

laporan kasus? 
14. Bagaimana komunikasi dilakukan (formal/surat resmi, telepon, Whatsapp, rapat 

koordinasi)? 
15. Apakah terdapat SOP dalam kerja sama dengan Penyidik Unit PPA Polres 

tersebut? 
16. Sejauh mana penyidik memberikan ruang kepada pendamping Anak dalam 

mendampingi anak saat pemeriksaan? 
17. Bagaimana komunikasi dilakukan apabila terdapat kebutuhan mendesak terkait 

kondisi psikologis anak? 
18. Apakah terdapat evaluasi bersama antara penyidik dan UPTD PPA setelah 

proses pemeriksaan selesai? 
19. Bagaimana mekanisme layanan terpadu yang diterapkan dalam penanganan 

anak korban kekerasan seksual? 
20. Apakah UPTD PPA bekerja sama dengan instansi lain seperti: 

a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 



 
 

 

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
      c. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
21. Bagaimana mekanisme rujukan apabila korban membutuhkan rehabilitasi 

medis atau psikologis lanjutan? 
22. Apakah keluarga korban juga mendapatkan pendampingan sosial? 
23. Apa saja kendala yang dihadapi pendamping anak UPTD PPA dalam 

mendampingi anak korban selama proses hukum berlangsung? 
24. Apakah terdapat hambatan dari keluarga atau lingkungan korban? 
25. Bagaimana solusi yang dilakukan UPTD PPA untuk mengatasi kendala 

tersebut? 
26. Menurut saudara/i, apakah koordinasi dengan penyidik sudah berjalan efektif? 
27. Apa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendampingan anak korban ke 

depan? 
28. Bagaimana bentuk pendampingan anak waktu di persidangan ? 

 
  



 
 

 

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
 

 

 
 

 
 

 
 

Wawancara dengan Anung Intan Saputri, M. Psi. dan  Siti Romlah, S.sos di Dinas 
Sosial Kabupaten Kepahiang 

 
  



 
 

 

 

 
 

 
 

Wawancara dengan Johanes Situmorang Penyidik Unit PPA Polres Kepahiang 
  



 
 

 

 
 

 
 

 
 

Wawancara dengan dr. Ratna Siagni Dokter Visum RSUD Kepahiang 
  



 
 

 

 
 

 
 

Wawancara dengan Sofiyan Lufti, S.IP selaku Pendamping Anak UPTD PPA 
Dinas PPKBP3A Kabupaten Kepahiang 

 


